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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau

penyidik telah memulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang

merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut

umum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Proses

penyelesaian perkara pidana terdapat hubungan antara penyidik dengan

penuntut umum, hubungan ini dapat berwujud dalam bentuk prapenuntutan.

Prapenuntutan menurut pasal 14 huruf b KUHAP adalah wewenang penuntut

umum untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada

penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4)

dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari 

penyidik1*.

Sebagaimana telah diketahui bahwa KUHAP menganut system yang 

disebut Integrated Criminal Justice System. Dalam system tersebut setiap 

tahap dari pada proses penyelesaian perkara berkait erat dan saling 

mendukung satu sama lainnya. Pengertian Integrated Criminal Justice 

System.2) adalah system peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur- 

unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola

1} Tim PLKH., Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, Lab. Hukum F.H. 
Unsri, 2004, Hlm. 2.

2) Harun M. Husein., Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya., 
Sukarton Marmo Sudjono (Mantan Jaksa Agung RI), uraian pengertian., Rieneka Cipta, Jakarta, 
2005., Hlm. 39.

1
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penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan • 

(Administration of Criminal Justice System) pelaksanaan peradilan terdiri dari

beberapa komponen seperti penyidikkan penuntutan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan, dengan kata lain bahwa Jntegrated Criminal Justice System

adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen sehingga

peradilan dapat berjalan sesuai yang dicita-citakan.

Terkait dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini yang akan

membahas tentang kewenangan kejaksaan didalam melengkapi berkas 

perkara tertentu,3) dari Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya penulisan

akan difokuskan atau di titik beratkan kepada hubungan antara tahap

penyidikan dan tahap penuntutan.

Penuntutan diatur dalam pasal 137 KUHAP. Untuk kesempurnaan tugas

penuntutan, jaksa perlu sekali mengetahui sejelas-jelasnya semua pekerjaan

yang dilakukan dalam bidang penyidikkan perkara pidana dari permulaan

sampai pada akhir, yang seluruhnya itu harus dilakukan atas dasar hukum,

bahwa hasil penyidikan atau berkas perkara adalah dasar penyusunan surat

dakwaan karena surat dakwaan disusun berdasarkan bahan-bahan data dan

fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan, yang mana menurut sistem

kitab undang-undang hukum acara pidana yang menganut prinsip peradilan

yang Integrated Criminal Justice System bahwa setiap tahap dalam proses

penyelesaian perkara pidana berkait erat dan saling mendukung satu sama

lain.

3) Keputusan Jaksa Agung R.I. No : KEP-116/J.A/6/1983 dan UU. No. 16 tahun 2004 tentang 
kejaksaan R.I. antara lain. Tindak pidana korupsi. Tindak pidana ekonomi, dan Tindak pidana 
.s7//nw.S7. Hlm. 28.
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Walaupun surat dakwaan disusun cermat, jelas dan lengkap, tetapi

apabila fakta-fakta yang didakwakan tidak didukung oleh fakta-fakta hasil

penyidikan maka akan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum atau

dapat menyebabkan timbulnya putusan pengadilan yang membebaskan

terdakwa dari segala dakwaan atau vrijspraak, maupun pelepasan terdakwa

dari segala tuntutan hukum atau ontslag van alle rechts vervolging.

Saya sebagai penulis skripsi ini perlu untuk mengungkap lebih dalam

tentang cara dan tehnik pihak kejaksaan sebagi penuntut umum didalam

mengungkap dan melengkapi berkas perkara tertentu.

Oleh karena itulah penulis memilih judul “KEWENANGAN KEJAKSAAN

DALAM MELENGKAPI BERKAS PERKARA TERTENTU DARI KEPOLISIAN

REPUBLIK INDONESIA”

B. Perumusan Masalah.

Agar penulisan ini mencapai sasarannya, maka penulis merumuskan

beberapa masalah yang antara lain :

1. Bagaimanakah tata cara dan bentuk koordinasi pihak kejaksaan dalam

melakukan pemeriksaan tambahan (Pra-penuntutan) untuk melengkapi 

berkas perkara yang belum lengkap terhadap tindak pidana tertentu.
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C. Manfaat dan Tujuan

1. Manfaat penulisan skripsi ini adalah :

a. Manfaat secara akademik bahwa hasil penelitian dan penulisan ini

diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan baca dan juga sebagai 

sumber referensi dalam membuat makalah atau penelitian berikutnya.

b. Manfaat secara praktis yaitu :

b.1. Untuk mahasiswa (khususnya penulis) menjadi sarana pembekalan

kemampuan untuk mengolah data yang didapat dari teori dan

praktek.

b.2. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana proses dan

tata cara jaksa didalam melengkapi berkas perkara tertentu serta

untuk mendalami bagaimana bentuk koordinasi jaksa dengan Polri

dalam melakukan tugas penyidikkan dan pemberkasan perkara.

2. Tujuan penelitian dan penulisan skripsi

a. Untuk menganalisa, membahas, dan membuat kesimpulan tentang

kewenangan kejaksaan terkait penegakan hukum dengan kewenangan

kejaksaaan berdasarkan pasal 30 ayat 1 (satu) huruf e, dan UU. No 16

Tahun 2004 tentang kejaksaan

b. Untuk memenuhi tugas akhir dalam mengambil gelar sarjana hukum.
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D. Ruang Lingkup.

Untuk mengulas dan membahas beberapa masalah dalam skripsi ini,

penulis hanya membatasi pada jenis perkara tertentu serta bagaimana bentuk 

dan mekanisme kewenangan kejaksaan didalam melengkapi berkas perkara

tetentu berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. dalam kaitannya 

dengan efekfrfitas proses penanganan dan koordinasi dengan Kepolisian

Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan, penulis melakukan penelitian hukum

normatif. Dalam penelitian hukum normatif penulis melakukan penelaahan

dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan skripsi ini, khususnya Undang-undang Nomor 16

Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder, bahan-bahan

hukum data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, penelitian

bahan-bahan hukum kepustakaan ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

terdiri dari:

1. Undang-undang Kejaksaan R.l.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan menegnai bahan hukum primer, seperti misalnya Surat 

Edaran Mahkamah Agung, Karya-karya ilmiah, literatur-literatur,

laporan-laporan penelitian, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan 

kalangan ahli hukum dan lain sebagainya. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan dan 

data primer sebagai pelengkap akan diambil melalui wawancara 

mendalam terhadap informan yang ditentukan secara purposif4) yaitu Bpk

B.D. Nainggolan S.H., (Asisten Pidum) karena informan dianggap sebagai

orang yang mengerti dan memahami persoalan.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis

secara deskriptif kualitatif dengan cara melakukan penyusunan kembali

secara sistematis sehingga dapat menjelaskan objek permasalahan yang

diteliti dalam skripsi ini.

4) Purposif maksudnya adalah orang yang dijadikan informan dipilih dan ditentukan dari orang- 
orang yang bidang tugas, keahlian dan pengetahuannya terkait dengan topik penelitian.
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